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ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menguji dan membuktikan dampak adanya Dana
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal
pada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisisnya.
Teknik penentuan sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus,
sehingga jumlah sampel dalam penelitian adalah 170 sampel. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus
berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
Kata kunci : Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Belanja
Modal

ABSTRACT

This study is aimed at testing and proving the effect of Revenue Sharing Funds,
General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on capital expenditures in the
Provincial Government in Indonesia in 2016-2020. This study uses a quantitative
approach with multiple linear regression analysis as the analysis technique. The
sampling technique used was the saturated sampling technique or the census, so that
the number of samples in the study was 170 samples. The results of the study indicate
that Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds
affect the allocation of capital expenditures.
Keywords : Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, ISpecial Allocation Fund,
Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang cukup luas dan terdiri atas beberapa

Provinsi yang mencakup beberapa Kabupaten dan Kota. Undang-undangINomorI32

TahunI2004 tentang OtonomiIDaerah mengatur tentangIhakIdanIkewajiban dariIdaerah

otonomIuntukImengurus pemerintahanIdan kepentingan masyarakat untuk mengurangi

beban kerja pemerintah pusat.

Hubungan sistem pusat-daerah yang diatur dalam Undang-UndangINo.I5Itahun

1974 yang mengatur tentangIPokok-pokokIPemerintahanIDaerah telah merangkum tiga

prinsip,IIyaitu:IIPertama,IIdesentralisasiIIyangIImengandungIIarti penyerahan urusan

pemerintahanIdariIpemerintahIatauIdaerah tingkat atasnya kepada daerah. Kedua,
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dekonsentrasiIyangIberartiIpelimpahanIwewenangIdariIpemerintahIatauIkepala wilayah

atauIkepalaIinstansiIvertikalItingkatIatasnyaIkepadaIpejabatIdiIdaerah. Ketiga, tugas

pembantuan (medebewind)IyangIberartiIpengkoordinasianIprinsip desentralisasi dan

dekonsentrasiIolehIkepalaIdaerahIyangImemiliki fungsi ganda sebagai penguasa

tunggal danIwakilIpemerintahIpusatIdiIdaerah. Akibat prinsip ini,Idikenal adanya

daerah otonomIdanIwilayahIadministratif (Kuncoro, 2014: 2–3).

Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa desentralisasiIItelahIImuncul sebagai

paradigmaIbaruIdalamIkebijakan pembangunan dan pengelolaan manajemen sejak

tahun 1970-an. Peningkatan perhatianIterhadapIdesentralisasi didasari oleh pengakuan

bahwa pembangunan adalah kompleks dan proses yang tidak pasti serta

tidakIdapatIdengan mudahIdikendalikanIdanIdirencanakanIdariIpusat.

PenerapanIIdesentralisasi salah satunya adalah desentralisasi fiskal. Prinsip

desentralisasiIIfiskalIImengacuIIpadaIIpasal 2 UU No. 33/2004 tentangIPerimbangan

KeuanganIAntaraIPusatIdanIDaerahIsertaIUU No. 32/2004 pasal 155,IyangImengatur

mengenaiIKeuanganIdaerah. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan desentralisasi,

APBD menempati posisi sentral dalam upaya efisiensi dan pengembangan kapasitas

pemerintahIdaerah.IAPBDIdigunakanIsebagaiIIalatIIuntuk mengukur pendapatan dan

pengeluaran, untuk membantuIIpengambilanIIkeputusanIIIdan merencanakan

pengembangan proksi untuk pengeluaran masa depan, sumber untuk mengembangkan

ukuran standar tolok ukur kinerja,IalatIuntuk motivasi karyawan, danIalatIkoordinasi

untuk semuaIoperasi unitIkerja yang berbeda.

Dalam Undang-UndangINomorI17ITahunI2003ItentangIKeuanganINegara pasal

1 ayat 8, APBDIadalahIrencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui

oleh DewanIPerwakilanIRakyatIDaerah. Kemudian,

padaIPeraturanIPemerintahINomorI58 TahunI2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri NomorI13ITahunI2006Itentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah yang telahIdiubah

denganIPeraturanIMenteriIDalamINegeriINomorI21ITahunI2011, APBD

adalahIrencanaIkeuanganItahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui

bersamaIolehIpemerintahIdaerahIdanIDPRD,Idan ditetapkan dengan peraturanIdaerah.

StrukturIAPBDIyang diatur dalam pasal 22
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PeraturanIMenteriIDalamINegeriINomorI13

TahunI2006ItentangIPedomanIPengelolaanIKeuanganIKeuanganIDaerahImeliputi:

1. PendapatanIdaerah;

2. BelanjaIdaerah; dan

3. Pembiayaan daerah.

Alokasi penggunaan APBD yang dianggarkan oleh pemerintahIdaerah salah

satunya kepada belanjaImodal. BelanjaImodal menurut PeraturanIKepalaILembaga

KebijakanIPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Penyusunan

RencanaIKerjaIdanIAnggaranILembagaIKebijakanIPengadaanIBarang/Jasa Pemerintah

adalahIpengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau

menambah nilai asetItetap/asetIlainnyaIyang memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi (satu tahun)IsertaImelebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap/aset

lainnya yang digunakan untukIoperasionalIkegiatanIsehari-

hariIsuatuIsatuanIkerjaIbukanIuntukIdijual.

Sumber pendaan belanjaImodal salah satu di antaranya berasal dariIpendapatan

daerah. Pendapatan daerahIyangIdigunakanIuntuk mendanai alokasi belanja modal

salah satunyaIbersumberIdariIDanaIPerimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang

berasalIIdariIIpenerimaanIIAPBNIIyang dialokasikanIkepadaIdaerahIuntukImembiayai

kebutuhannya dalamIrangkaIpelaksanaan desentralisasiI(Kuncoro, 2014: 58). Dalam

UUINo. 25ITahun 1999ItentangIPerimbanganIKeuanganIAntaraIPemerintahIPusatIDan

Daerah pasal 6 dan UUINomorI33ITahunI2004 tentangIPerimbanganIKeuanganIantara

Pemerintah Pusat danIPemerintahanIDaerah pasal 10, DanaIPerimbanganIterdiri dari: (1)

DanaIIBagiIIHasil,IIyangIIterdiriIIatasIIPBB,IBPHTB,IPPhIorangIpribadiIdanISumber

DayaIAlam; (2) Dana AlokasiIUmumI(DAU); (3) DanaIAlokasiIKhususI(DAK).

Pada tahun 2020 saat maraknya pandemi Covid-19, menyebabkan pemerintah

daerah di Indonesia melakukan perubahan kebijakan terhadap anggaranIpendapatanIdan

belanjaIdaerah dengan refocusing dan realokasi dalamIrangka penanganan dampak

Covid-19. Dampak dari adanya kebijakan tersebut mempengaruhi realisasi belanja

modal. Setiap pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang

telah ditetapkan.
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Realisasi belanja modal tertinggiIpadaItahun 2020 adalah pada Provinsi Jambi

sebesar 102,22% dan realisasi belanja modal terendah pada Provinsi Maluku sebesar

55,64%. DapatIdilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020 bahwa bahwaIdariI34IProvinsiIdi

Indonesia, hanya ada 7 Provinsi yang mengalami peningkatan realisasi belanja modal

dari pada tahun 2020 dari tahun 2019 di antaranya:

1. Realisasi belanja modal Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 mengalami

peningkatan sebesar Rp248,344,485,495.67 atau 19,87% dibandingkan dengan

realisasi tahun anggaran 2019;

2. Realisasi belanja modal Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 mengalami

kenaikan sebesar Rp58.481.259.931,28 atau 3,64% dari jumlah realisasi tahun 2019

sebesar Rp1.606.219.507.432,26;

3. Realisasi belanja modal tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Timur jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp798.224.255.845,- terjadi peningkatan sebesar

Rp228.561.022.570,- atau 28,63%;

4. Realisasi belanja modal Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 jika dibandingkan

dengan tahun 2019 meningkat sebesar Rp97.799.170.312,60 atau 17,24% dari

realisasi Belanja Modal tahun 2019 sebesar Rp567.371.723.712,75;

5. Realisasi belanja modal Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 apabila dibandingkan

dengan tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp192.617.968.132,00 atau sebesar

21,44%;

6. Realisasi belanja modal Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 meningkat 23,26% dari

realisasi TA 2019 sebesar Rp969.490.768.936,07;

7. Realisasi belanja modal Provinsi Maluku tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan

sebesar Rp47.632.369.538,52 atau 8,76% jika dibandingkan dengan

realisasiIBelanjaIModalItahunIanggaranI2019.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitianIiniIuntuk

mengetahui bagaimana dampak adanya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan

Dana Alokasi Khusus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun

2016-2020. SehinggaIrumusanImasalahIyang muncul adalah: 1) Apakah Dana Bagi

Hasil berdampak terhadap belanjaImodal pada Pemerintah Provinsi

diIIndonesiaItahunI2016-2020?I2)IApakah Dana AlokasiI Umum berdampak terhadap
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belanja modalIpada Pemerintah Provinsi di Indonesia tahunI2016-2020?

3)IApakahIDana Alokasi Khusus berdampak terhadapIbelanjaImodalIpadaIPemerintah

Provinsi di IndonesiaItahun 2016-2020?

TINJAUAN PUSTAKA

TeoriIAgensi

MenurutIJensen dan MecklingI(1976),IhubunganIkeagenan adalah kontrakIantara

prinsipal dan agen yang mempertimbangkan pemberian beberapa kedaulatan

pengambilanIkeputusanIkepadaIagen.ISebagaiIagen,ImanajerI memiliki tanggung

jawab etis untukImemaksimalkanIkeuntunganIpemilikI(prinsipal), di sisi lain, ia juga

berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. NegaraIdemokrasi

memilikiIhubunganIkeagenanIantara masyarakatIdenganIpemerintah atau hubungan

antaraIpemerintahIdaerahIdenganIpemerintahIpusat.

PemerintahIpusatImemberikan kedaulatan terhadap pemerintah daerah dan

pemerintahIdaerahIjugaIharus mempertanggungjawabkan

tugasnyaIterhadapIpemerintah pusat.IPemerintah daerah diberikan wewenang untuk

mengatur alokasi anggaran pendapatan dan belanjanya yang demikian juga harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari pemberian

wewenang kepadaIpemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil

UUINo.I25/1999IpasalI6 danIUUINo.I33/2004IpasalI12ImenyediakanIDanaIBagi

HasilIyangIdibagiIberdasarkanIpersentaseItertentu bagi pemerintah pusat maupun

pemerintahIdaerah untuk mengatasi kurangnya sumber pajak. PendapatanIpemerintah

pusatIdari ekstraksi sumberIdayaIalam,IsepertiIminyakIdanIgas, pertambangan, dan

kehutanan, didistribusikan dalamIproporsiIyang berbeda antaraIpemerintahIpusat,

provinsi, kota, dan kabupaten. PenerimaanInegaraIyangIdibagihasilkanIterdiriIatas dua

jenis, yaitu:

1. PenerimaanIPajak,IyangImeliputi: a)IPajakIBumiIdanIBangunanI(PBB); b)IBea

PerolehanIHakIAtasITanahIdanIBangunanI(BPHTB); c)IPPhIOrangIPribadi.

2. PenerimaanIBukanIPajakI(SDA), yang mencakup: a)IKehutanan; b) Pertambangan

Umum; c)IPerikanan; d)IPertambanganIMinyakIBumi; e)IPertambanganIGas Bumi;

e)IPertambanganIPanasIBumi.

Dana Alokasi Umum
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Menurut Kuncoro (2014: 63) DAU adalah hibah yangIdiberikanIkepadaIsemua

kabupatenIdan kota dengan tujuan menjembatani kesenjanganIantara kemampuan dan

kebutuhan keuangan mereka, danIdidistribusikan menurut formulaIberdasarkanIprinsip-

prinsip umum tertentu. DenganIkataIlain,ItujuanIpentingIalokasi DAU adalah dalam

kerangkaIpemerataan kapasitas penyediaanIlayanan publikIantarIpemerintahIdaerahIdi

Indonesia. UU No. 25/1999 pasalI7ImenggariskanIbahwa pemerintah pusat

berkewajiban menyalurkanIpalingIsedikitI25%Idari PenerimaanIDalam Negerinya

dalam bentuk DAU.

Dana Alokasi Khusus

DanaIAlokasiIKhususIditujukan untuk daerah khususIyang dipilih untukItujuan

khusus. Oleh karenaIitu,IalokasiIyangIdidistribusikanIoleh pemerintah pusat

sepenuhnya berada dalam yurisdiksi pusatIuntukItujuanInasionalItertentu.

KebutuhanIkhususIdalam DAKImeliputiI(Kuncoro, 2014: 70):

1)KebutuhanIprasaranaIdanIsaranIfisikIdiIdaerahIterpencilIyangItidakImempunyai

aksesImemadaiIkeIdaerahIlain;

2)KebutuhanIprasaranaIdanIsaranaIfisikIdiIdaerahIyangImenampungItransmigrasi;

3)KebutuhanIprasaranaIdanIsaranaIfisikIyangIterletakIdiIdaerahIpesisir/kepulauan

danItidakImempunyaiIprasaranaIdanIsaranaIyangImemadai;

4)KebutuhanIprasaranaIdan saranaIfisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan

lingkungan.

Belanja Modal

BelanjaImodalIdigunakanIuntuk pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan

atau pembangunanIasetItetapIberwujudIyangImempunyaiInilaiImanfaat lebih dari 12

(dua belas) bulanIuntukIdigunakanIdalamIkegiatanIpemerintahan, sepertiIdalamIbentuk

tanah,IperalatanIdanImesin,IgedungIdanIbangunan,Ijalan,IirigasiIdanIjaringan,Idan aset

tetap lainnya. Nilai pembelian dan pembangunanIasetItetap yang diinvestasikan oleh

anggaran hanyalah harga pembelian dan pembangunan aset tetap (Erlina et al., 2020:

158).

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Secara teoritis, Dana Bagi HasilImerupakanIpendapatanIdaerahIyangIberpotensi

apabilaIdialokasikanIuntukIanggaranIbelanjaImodal (Sari et al., 2017). DanaIBagiIHasil

merupakanIpenunjangIpemerintahIdaerahIuntukImemenuhiIsaranaIdan prasarana
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publik sertaIinfrastrukturIdaerahImenggunakanIbelanjaImodal.

HalIiniIdapatIdisimpulkanIjika

belanjaImodalInaikImakaIDanaIBagiIHasilIjugaInaikI(Cahyaning, 2018).

Penelitian yangIdilakukanIolehIKholidi et al. (2017) menemukan bahwaIDana

Bagi HasilIberpengaruh signifikan terhadapIbelanjaImodal. Kemudian, PenelitianIyang

dilakukanIIoleh Bukit & Alhudhori (2020) menunjukkan bahwa DanaIBagiIHasil

berpengaruhIpositif dan signifikan terhadapIbelanjaImodal.

H1: DanaIBagiIHasilIberpengaruhIpositifIterhadapIbelanjaImodal

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

PemerintahIdaerahIdapatImenggunakanIDanaIAlokasiIUmumIuntuk memberikan

pelayananIkepada masyarakat namun konsekuensinya kemandirian daerah tidak

semakin baik, di sisi lain,

ketergantunganIpemerintahIdaerahIterhadapItransferIIDAUIIsemakin meningkat.

HalIIiniIImemberikanIindikasi yang jelas bahwa perilakuIbelanjaIdaerah,

khususnyaIIbelanjaIImodal,IIakanIIsangatIIdipengaruhi oleh penerimaanIIDAU. Dari

penjelasan diIatasIdapatIdisimpulkanIbahwa semakin tinggiIDAUImaka semakin tinggi

alokasiIbelanjaImodal. (Hardiningsih et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaning (2018) menyatakan bahwa Dana

Alokasi Umum berpengaruh pada belanjaImodal. Kemudian,

penelitianIyangIdilakukanIoleh Waskito et al. (2019) menunjukkan

bahwaIDanaIAlokasiIUmumIberpengaruhIterhadap belanjaImodal. Demikian pula

penelitianIyangIdilakukan oleh Bukit & Alhudhori (2020)

menunjukkanIbahwaIDanaIAlokasiIUmumIberpengaruh positif dan signifikan terhadap

belanjaImodal, dan penelitianIyangIdilakukanIoleh Dalail et al. (2020) menunjukkan

bahwaIDanaIAlokasiIUmumIberpengaruhIpositif terhadap pengalokasian belanja modal.

H2: DanaIAlokasiIUmumIberpengaruhIpositifIterhadapIbelanjaImodal

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Penggunaan DAKIditujukanIuntukIkegiatanIinvestasiIpembangunan,Ipengadaan,

peningkatan saranaIdanIprasarana utilitas untukIpelayananIpublik untuk jangka panjang.

Dengan mengarahkan penggunaanIIDAK untukIkegiatanItersebutIdiharapkan dapat

meningkatkanIpelayanan publik dengan meningkatkan belanjaIImodal. HalIIini

menunjukkan bahwaIterdapatIhubungan antara penyediaan dana transfer oleh
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pemerintah pusatI(DAK) denganIalokasi anggaran belanja

daerahImelaluiIbelanjaImodal. (Waskito et al., 2019).

PenelitianIyangIdilakukanIoleh Aditya & Dirgantari (2017) menemukan bahwa

DanaIAlokasiIKhusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadapIbelanjaImodal.

Kemudian, penelitianIyangIdilakukan oleh Widiasmara (2019) menunjukkanIbahwa

terdapat pengaruh yang signifikan terjadi dalam hubungan Dana Alokasi Khusus

terhadap belanja modal. DemikianIdenganIpenelitian yang dilakukan oleh Dalail et al.

(2020) yang menyatakanIbahwa DanaIAlokasiIKhusus

berpengaruhIpositifIterhadapIpengalokasian belanjaImodal.

H3: DanaIAlokasiIKhususIberpengaruhIpositifIterhadapIbelanjaImodal

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu.

Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses

penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada

(Zulkarnaen, W., et al., 2020). PenelitianIini menerapkan pendekatanIkuantitatif.

PopulasiIdalam penelitianIini adalahIpemerintah daerah tingkat

ProvinsiIdiIIndonesiaIyaitu sebanyak 34 Provinsi. Teknik pengambilan

sampelImenggunakanIpendekatan non-probability sampling dengan teknik

samplingIjenuh atau sensus. Teknik sensus atau samplingIjenuhIadalahIteknik

penentuanIsampelIbilaIsemua anggotaIpopulasiIdigunakanIsebagaiIsampel (Sugiyono,

2017: 96). Sehingga totalIsampel adalah 170 pemerintah daerah yang diperoleh dari 34

ProvinsiIdiIIndonesiaIdalamIkurunIwaktuI5ItahunI(2016-2020). Sumber data yang

diperolehIpenelitiIdariIobjekIyangIditeliti yaitu berupa data informasi tentang

DanaIBagiIHasil,IDana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan belanja modal yang

diperoleh dari website https://e-ppid.bpk.go.id/.

Teknik Analisis Data

PenelitianIini melakukan beberapa pengujian yaitu ujiIasumsiIklasik,Iuji hipotesis,

dan analisisIlinierIberganda untuk mengujiIhipotesis. UjiIasumsiIklasikIterdiriIdariIuji

normalitas,IujiIautokorelasi,IujiImultikolinearitas,IujiIheteroskedastisitas.IUji hipotesis

terdiriIdariI uji F (kecocokan model) dan uji t (parsial). Model penelitian iniIsebagai

berikut:

YI=IαI+Iβ1X1I+Iβ2X2I+Iβ3X3 +Iε

https://e-ppid.bpk.go.id/
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Keterangan:
Y = Belanja Modal
a = Konstanta
X1 = Dana Bagi Hasil
X2 = DanaIAlokasiIUmum
X3 = DanaIAlokasiIKhusus
β1-β3 = KoefisienIRegresi
ε = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dalamIpenelitianIiniIadalahIPemerintah Provinsi di Indonesia tahun

2016-2020Iyang terdiri atas 34IProvinsi. OlehIkarena itu, jumlah sampel dalam

penelitian ini adalah 170 dengan rincianI34 Provinsi dikali 5 tahun.

Uji kecocokan model (uji F) bertujuan untuk menguji dan membuktikan model

yang dibentuk oleh variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dan

berpengaruhIsecaraIsimultanIatauIbersamaan.IBerdasarkanItabelI1,ImodelIregresi linier

bergandaIdalamIpenelitianIiniItelahIcocok dan sesuai serta variabelIDana Bagi Hasil,

DanaIAlokasiIUmum,IdanIDanaIAlokasiIKhususIberpengaruhIsecara simultan

terhadap belanja modal.IHalIiniIdibuktikanIdengan nilai signifikansi data dari uji F

yang menunjukkan nilai kurang dari 0,05 sehingga membuktikan bahwa model regresi

dalam penelitian ini telah cocok.

Uji parsialIbertujuanIuntuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen

terhadapIvariabelIdependen.IApabilaInilai signifikansi hasil pengujianI<I0,05 maka

terdapatIpengaruhIvariabelIindependenIterhadapIvariabelIdependen, dan sebaliknya

jika nilaiIsignifikansi hasil pengujianI>I0,05Imaka tidak terdapat pengaruhIvariabel

independenIterhadapIdependen (tabel 1).

Nilai t test untukIvariabelIDanaIBagi Hasil adalah 0,000 dan nilaiIt test tersebut <

0,05Iyang menyatakan bahwaIDanaIBagi HasilII(X1)IberdampakIterhadapItingkat

belanjaImodal (Y). Nilai t test untukIvariabel Dana Alokasi Umum adalah 0,000 yang

berarti nilai t test tersebut < 0,05 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (X2)

berdampak terhadap tingkat belanja modal (Y). Nilai t test untuk variabel Dana Alokasi

Khusus adalah 0,001. Nilai t test < 0,05 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus

(X3) berdampak terhadap tingkat belanja modal (Y).

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa DBH memiliki kontribusi

terhadap belanja modal. Dengan demikian, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa DBH
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berpengaruh terhadap belanja modal dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai

denganIpenelitianIyangIdilakukan oleh Dwirandra (2015), Kholidi et al. (2017), dan

Bukit & Alhudhori (2020) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap alokasi

belanja modal.

DBH yang berpengaruhIsignifikanIterhadapIbelanja modal, artinya setiap

kenaikan DBH akan mengakibatkan kenaikan pada alokasiIbelanjaImodalIPemerintah

Provinsi di Indonesia, begitu pula sebaliknya (Kholidi et al., 2017). DBH sebagai salah

satu komponen Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

bertujuan untuk mengatasi kurangnya ketimpangan yang dibagi berdasarkan persentase

tertentu yangIbersumberIdariIpajakIdanIsumberIdayaIalam. Dengan tercukupinya DBH,

maka dapat mengurangi ketimpangan fiskal yang terjadi di daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa DAU dapat berkontribusi

terhadap alokasi belanja modal. Dengan demikian, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa

DAU berpengaruh terhadap belanja modal dapat diterima. Hasil tersebut sesuai

denganIpenelitianIyang dilakukanIoleh Priambudi (2017), Rizal (2017), Kholidi et al.

(2017), Cahyaning (2018), Hardiningsih et al. (2018), Vanesha et al. (2019), Waskito et

al. (2019), Bukit & Alhudhori (2020), Dalail et al. (2020), dan Setyarini &

Rustiyaningsih (2021) yang menyatakan bahwa DAU

berpengaruhIterhadapIbelanjaImodal.

Penerimaan DAU akan berpengaruhIsignifikanIterhadapIperilaku belanjaIdaerah,

khususnya belanja modal. Berbagai bukti empiris menyimpulkan bahwa semakinItinggi

DAUImakaIalokasiIbelanjaImodalIjugaIsemakinImeningkat. HalIiniIkarena daerah

yang berpendapatan besar (DAU) lebih signifikan makaIalokasi APBD juga akan

meningkat (Hardiningsih et al., 2018). DAUImerupakanIsalahIsatu komponen dari

Dana Perimbangan yang berasal dari APBN yang diberikan dengan tujuan untuk

mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskal di daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, DAU yang teralokasikan dengan baik

kepada tiap daerah, maka dapat memenuhi pemerataan kemampuan keuangan

antardaerah dan mencegah kesenjangan fiskal pada daerah tersebut.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal
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Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa DAK dapat berkontribusi

terhadap alokasi belanja modal. Dengan demikian, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa

DAU berpengaruh terhadap belanja modal dapat diterima. Hasil tersebut sesuai

denganIpenelitianIyang dilakukan oleh Rizal (2017), Aditya & Dirgantari (2017),

Gerungan et al. (2017), Widiasmara (2019), Waskito et al. (2019), dan Dalail et al.

(2020) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

Menurut Widiasmara (2019)IdenganIadanya pengalokasian DAK diharapkan

dapat mempengaruhiIpengalokasianIanggaranIbelanjaImodal,IkarenaIDAKIcenderung

akan menambahIasetItetapIyangIdimilikiIpemerintahIgunaImeningkatkanIpelayanan

publik. DAK merupakanIsalahIsatu komponen dari

DanaIPerimbanganIyangIberasalIdari APBN yang diberikan dengan tujuan untuk

daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus yang didistribusikan pemerintah pusat

dengan tujuan untuk penunjang kebutuhan terkait sarana dan prasarana daerah. Dengan

demikian, DAK yang teralokasikan dengan baik maka dapat menunjang kebutuhan di

daerah terkait tujuan khusus di daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujianIdanIanalisaIyangItelahIdilakukan,IdapatIdisimpulkan

bahwa:

1.Dana Bagi Hasil memberikan kontribusi terhadap belanja modal di Pemerintah

Provinsi di Indonesia.

2.Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi terhadap belanja modal di Pemerintah

Provinsi di Indonesia.

3.Dana Alokasi Khusus memberikan kontribusi terhadap belanja modal di Pemerintah

Provinsi di Indonesia.

Keterbatasan dan Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan pada penelitian ini,

terdapat beberapa keterbatasan dan implikasi yang ditemukan, di antaranya:

1)Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan

Keuangan pada setiap Pemerintah Provinsi memiliki format pelaporan yang berbeda-

beda sehingga peneliti kesulitan untuk mendapatkan informasi yang terperinci dari

setiap Pemerintah Provinsi terkait penelitian yang dilakukan.
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2)Implikasi Penelitian

Implikasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia diharapkan

dapat terus meningkatkan dan mengembangkan potensi daerahnya agar kebutuhan

daerah juga dapat terpenuhi serta menjaga tingkat kemandirian daerah dalam rangka

mewujudkan pelaksanaan desentralisasi.IPemerintah Daerah juga diharapkan lebih

memperhatikan tingkat penggunaan keuangan daerahnya agar tingkat pelayanan di

daerah juga dapat lebih optimal.
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TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

Variabel Penelitian Unstandardized Coefficients t Sig.
B Std. Error

(Constant) 11,366 1,237 9,185 ,000
Dana Bagi Hasil ,216 ,030 7,116 ,000
Dana Alokasi Umum ,146 ,040 3,676 ,000
Dana Alokasi Khusus .139 .042 3.286 .001
F Sig. ,000

Regresi Linier Berganda
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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